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PENDAHULUAN 

 

Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) didukung oleh suatu 

Sistem Layanan Online Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (e-Penyiaran) yang dikembangkan oleh 

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika. Aplikasi ini berfungsi sebagai fasilitas yang dapat digunakan untuk mewujudkan 

pelayanan publik yang aman, cepat, mudah dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan pada kegiatan perizinan penyelenggaraan penyiaran bagi lembaga penyiaran. 

 

Aplikasi e-penyiaran dibangun dalam rangka memberikan kemudahan bagi lembaga penyiaran untuk 

menjalankan proses permohonan izin penyelenggaraan penyiaran. Selain itu, pada aplikasi ini lembaga 

penyiaran yang telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dapat melakukan perpanjangan untuk 

masa berlaku izin siaran yang akan habis masa berlakunya dan membantu dalam proses perubahan 

data penyelenggaraan penyiaran.  

 

Dengan dioperasikannya perizinan online untuk SIMP3 diharapkan kegiatan perizinan 

penyelenggaraan penyiaran akan semakin mudah dilakukan dan dapat perizinan dapat diproses 

secara cepat dan transparan. 
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Gambar Halaman Depan Website e-Penyiaran  

 

SPESIFIKASI APLIKASI 

Alamat website : http://e-penyiaran.kominfo.go.id/ 

Browser : Google Chrome / Mozilla Firefox 

Fungsi  : Permohonan Izin Baru, Perpanjangan IPP, Perubahan Data Penyiaran 

Menu  : 

 
Kembali ke Halaman Depan 

 Kembali ke Halaman Depan 

 Menuju ke halaman Panduan Aplikasi 

 Menuju ke halaman List Regulasi Perizinan 

 Menuju ke halaman Kontak 

 
Menuju ke halaman berisi list permasalahan 

yang biasa ditanyakan 

 Kembali ke Halaman Depan 

 Fasilitas untuk lupa password 

 

 

 

 

 

 

http://e-penyiaran.kominfo.go.id/
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Gambar Halaman Depan Website e-Penyiaran (Tautan dan Informasi) 

 

Halaman yang berisi tautan (link) berita dan informasi terbaru yang diterbitkan oleh Dirjen Penyiaran. 

- Untuk mengakses berita yang diinginkan dapat meng-klik pada kolom berita yang tersedia, 

kemudian dokumen yang terkait akan diunduh secara otomatis. 

- Untuk mengakses tautan yang diinginkan dapat meng-klik pada kalimat tautan yang tersedia, 

kemudian akan diarahkan menuju alamat website terkait. 
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PENGGUNA APLIKASI 

Lembaga / Bagian Username Keterangan 

Lembaga Penyiaran Id_pemohon - Id_pemohon didapatkan apabila lembaga penyiaran 

telah melakukan pendaftaran pada aplikasi 

- Lembaga penyiaran dapat melakukan permohonan izin 

baru, perpanjangan izin, dan perubahan data  

KPI KPI Daerah Akses ke aplikasi pada proses : 

- pengecekan permohonan perizinan  

- proses Evaluasi Dengar Pendapat 

 KPI Pusat Akses ke aplikasi sebagai perantara penyampaian 

informasi antara KPI daerah dengan Kominfo 

Kominfo Subdit Televisi Akses ke aplikasi pada proses : 

- pengecekan permohonan perizinan lembaga televisi 

- proses Forum Rapat Bersama 

- penerbitan IPP (Prinsip dan Tetap) 

 Subdit Radio Akses ke aplikasi pada proses : 

- pengecekan permohonan perizinan lembaga radio 

- proses Forum Rapat Bersama 

- penerbitan IPP (Prinsip dan Tetap) 

 Subdit SIMP3 Akses ke aplikasi untuk melihat data permohonan lembaga 

penyiaran dan riwayat / status permohonan lembaga 

 Subdit EUCS Akses ke aplikasi pada proses : 

- evaluasi permohonan EUCS 

- proses Pleno EUCS 

- evaluasi serta persetujuan perubahan data penyiaran 

 Administrator Akses manajemen aplikasi keseluruhan 

 Direktur 

Penyiaran 

Akses ke aplikasi untuk mengetahui data-data 

permohonan izin, perpanjangan izin, dan perubahan data, 

serta validasi IPP (Prinsip dan Tetap) 

 Menteri Akses ke aplikasi untuk mengetahui rekapitulasi dan 

riwayat kegiatan perizinan 
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PETUNJUK PENGGUNA 

LEMBAGA PENYIARAN 

(PEMOHON) 

 

 

 

 

 

1. FITUR UMUM (Halaman | 6) 

2. PENDAFTARAN BARU (Halaman | 10) 

3. PERPANJANGAN IPP (Halaman | 18) 

4. PERUBAHAN DATA (Halaman | 20) 
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1. FITUR UMUM 

 

 

Halaman Dashboard Lembaga Penyiaran 

 

Berikut adalah tampilan pada saat lembaga pemohon telah melakukan Login. Lembaga penyiaran 

terdiri dari 2 klasifikasi sebagai berikut : 

- Lembaga penyiaran baru   : lembaga penyiaran yang belum terdaftar dan akan melakukan 

permohonan baru penyiaran 

 

- Lembaga penyiaran existing : lembaga penyiaran yang telah terdaftar (telah melalui proses 

pemutakhiran data) dan telah memiliki IPP Prinsip / IPP Tetap 

 

Catatan : untuk lembaga penyiaran baru yang akan melakukan pendaftaran / registasi dapat melihat 

petunjuk di halaman 10 untuk mendapatkan akses login aplikasi. 

Keterangan Gambar 

No 1 Pintasan menuju Dashboard Lembaga Penyiaran 

 Klik pintasan ini untuk kembali ke halaman Dashboard awal. 

 

No 2 Kolom Menu-menu 

 DASHBOARD : menuju halaman utama (dashboard) 

 DETAIL STATUS IZIN : melihat status permohonan Lembaga Penyiaran saat ini 

 PERPANJANGAN : masuk ke proses perpanjangan 

 PERUBAHAN DATA : masuk ke proses perubahan data 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

8 

7 

9 
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 RIWAYAT IZIN : melihat riwayat perizinan yang pernah dilakukan 

 

No 3 Identitas Pemohon / Lembaga Penyiaran 

 Menunjukan identitas dengan format sebagai berikut : 

 NAMA_TAHAP_IZIN[spasi]ID_PEMOHON[spasi]NAMA_PERUSAHAAN 

 

No 4 Pintasan Menu 

 Pintasan untuk melihat : 

- PANDUAN : panduan penggunaan aplikasi (User Guide), 

- REGULASI  : daftar regulasi yang digunakan dirjen penyiaran, 

- KONTAK     : kontak Dirjen Penyiaran Kominfo. 

 

No 5 Tombol View dan Edit permohonan 

                    : untuk melihat data-data lembaga penyiaran 

                    : untuk melakukan edit data proposal permohonan lembaga penyiaran 

 

No 6 Pilihan Tampilan Proses Bar 

 Menampilkan pilihan untuk menampilkan urutan proses bar yang sedang dilalui pada kegiatan 

perizinan.  

 

No 7 Petunjuk Notifikasi  

 Menampilkan daftar notifikasi/informasi proses perizinan. 

 

No 8 Pengaturan Akun Lembaga Penyiaran 

 Berisi fasilitas sebagai berikut : 

  

--> melihat  profile akun lembaga penyiaran 

--> menghubungi administrator (melalui pesan) 

--> panduan penggunaan aplikasi (User Guide) 

--> keluar aplikasi 
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No 9 Tombol-tombol Bantuan 

 : menuju halaman Dashboard awal  

  : tampilan aplikasi mode layar penuh (Full Screen) 

 : menuju panduan penggunaan aplikasi (User Guide) 

 : logout aplikasi  

 
 
DETAIL STATUS IZIN 

 

 

Pada menu ini Pemohon dapat melihat detail tahapan permohonan perizinan yang telah dilaluinya. 

Informasi yang ditampilkan menjelaskan setiap proses yang telah dilewati beserta status dan bagian 

yang berperan pada proses tersebut, dimulai dari berkas permohonan masuk hingga terbit IPP Tetap.  
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RIWAYAT IZIN 

 

 

Menu Riwayat Izin merekam data-data history setiap jenis perizinan yang telah dilakukan oleh 

Pemohon. Pada menu ini dapat dilihat pula IPP yang telah diterbitkan oleh Kominfo serta informasi 

tanggal berakhir IPP yang dimiliki Pemohon saat ini.  
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2. PENDAFTARAN & PERMOHONAN BARU 

 

 

Gambar Alur Proses Pendaftaran Penyiaran 

 

I. DAFTAR / REGISTRASI 

Lembaga penyiaran yang akan melakukan permohonan baru penyelenggaraan penyiaran 

selanjutnya akan disebut Pemohon. Sebelum pemohon melakukan permohonan maka terlebih 

dahulu melakukan registrasi Online Single Submission (OSS) pada halaman website 

https://www.oss.go.id/oss/. Setelah berhasil melakukan registrasi OSS maka pemohon akan 

mendapatkan sebuah ID yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), yang selanjutnya dapat digunakan 

untuk login pada halaman website https://e-penyiaran.kominfo.go.id/login. Selanjutnya 

pemohon harus memilih klasifikasi lembaga penyiarannya dan mengisikan kolom-kolom yang 

telah tersedia dengan data yang sebenar-benarnya dan melakukan upload file dokumen 

pendukung yang dibutuhkan (format .jpg atau .pdf). Pada tahap akhir pendaftaran pemohon 

harus membaca Pernyataan Komitmen dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam hal 

pengajuan permohonan perndaftaran penyelenggaraan penyiaran, setelah itu pemohon dapat 

mengklik tombol “SUBMIT” dan dalam jangka waktu 1 x 24 jam akan mendapatkan konfirmasi 

berupa e-mail yang berisi data Username dan Password yang dapat digunakan untuk login pada 

aplikasi mobile e-penyiaran. Pihak-pihak yang akan mendapatkan informasi pendaftaran 

pemohon yaitu KPI Daerah, KPI Pusat, dan Kominfo [Subdit Radio/TV]. 

https://www.oss.go.id/oss/
https://e-penyiaran.kominfo.go.id/login
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Gambar Halaman Pendaftaran 

 

II. PENGAJUAN PERMOHONAN 

Pada saat pemohon melakukan pengisian data dan mengirimkan berkas-berkas permohonan 

secara online, maka secara otomatis permohonan telah diajukan kepada pihak KPI Daerah dan 

Kominfo. Proses berikutnya adalah berkas permohonan akan melalui tahap pengecekan oleh KPI 

Daerah dan Kominfo. Informasi status pengecekan akan dikirimkan ke email pemohon, untuk 

pemberitahuan status dokumen dinyatakan “Belum Lengkap” maka pemohon diharuskan 

melengkapi permohonan dalam jangka waktu 15 hari kerja sejak pemberitahuan diterima, 

apabila pemohon tidak melengkapi berkas permohonannya dalam waktu yang telah ditentukan, 

maka pemohon akan medapatkan email notifikasi dari aplikasi secara otomatis pada hari ke-16. 

Dengan diterimanya email tersebut maka pemohon dianggap mengundurkan diri dan akun 

pemohon akan dinon-aktifkan dari sistem. Untuk pemberitahuan status dokumen telah 

dinyatakan “Lengkap” maka dokumen permohonan akan dilanjutkan ke proses Evaluasi Dengar 

Pendapat. 

Berikut adalah notifikasi yang akan diterima oleh pemohon apabila tidak melengkapi kekurangan 

permohonan dalam masa waktu yang ditentukan. 
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Diagram aktivitas pengecekan data permohonan : 

 

 

III. EVALUASI DENGAR PENDAPAT 

Pada tahap ini pemohon akan mendapatkan informasi mengenai status kelayakan 

permohonannya yang telah melewati proses Evaluasi Dengar Pendapat di tingkat KPI Daerah. 

Untuk berkas permohonan yang dinyatakan “Tidak Layak” maka berkas permohonan pemohon 

secara otomatis dianggap gugur dan tidak dapat melanjutkan proses permohonan izin siaran. 

Untuk berkas permohonan yang dinyatakan “Layak” akan diterbitkan surat rekomendasi oleh KPI 

Daerah kepada KPI Pusat dan diteruskan ke Kominfo untuk proses berikutnya yaitu Forum Rapat 

Bersama.  

Diagram aktivitas Evaluasi Dengar Pendapat : 

 

 

PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN
Menerima berkas permohonan rangkap 

dari Pemohon

MENERUSKAN PERMOHONAN KE KPI 

PUSAT

Data administasi dan data teknik 

penyiaran diteruskan ke KPI Pusat untuk 

disampaikan ke KOMINFO

PENGECEKAN DATA PROGRAM 

SIARAN

Melakukan pengecekan terhadap data 

online dan data fisik yang dikirmkan oleh 

Pemohon

KONFIRMASI PENGECEKAN

Hasil keputusan pengecekan 

disampaikan kepada pemohon melalui 

email, apabila diputuskan tidak lengkap 

maka pemohon harus melengkapi dan 

mengirimkan permohonan kembali

AKTIVITAS/KEGIATAN PEMOHON KPI DAERAH KPI PUSAT KOMINFO Keterangan

1

3 4

6

2

5

Lengkap

Tidak Lengkap

DATA PERMOHONAN LENGKAP

EVALUASI DENGAR PENDAPAT

Dilaksanakan oleh KPI setelah Pemohon 

memenuhi kelengkapan dan persyaratan 

program siaran, data administrasi dan 

data teknik penyiaran

MEMUTUSKAN HASIL EDP

PENERBITAN RKPP

Menerbitkan RKPP terhadap 

permohonan yang dinyatakan layak 

menyelenggarakan penyiaran dan 

menyampaikan kepada Menteri melalui 

KPI Pusat

KONFIRMASI STATUS EDP

Konfirmasi melalui email bahwa 

pemohon tidak layak untuk 

mendapatkan RKPP dan tidak dapat 

melanjutkan permohonannya

AKTIVITAS/KEGIATAN PEMOHON KPI DAERAH KPI PUSAT KOMINFO KETERANGAN

7

3

1

5 6

2

4

Tidak Layak
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IV. FORUM RAPAT BERSAMA 

Forum Rapat Bersama dilakukan di tingkat Kominfo (Subdit Radio dan Televisi). Pemohon akan 

mendapatkan informasi status kelulusan permohonannya melalui e-mail dan selama proses ini 

berlangsung pemohon tidak dapat melakukan perubahan data. Pemohon yang dinyatakan 

“Ditolak FRB” maka secara otomatis akan mendapatkan notifikasi melalui email, pemohon tidak 

dapat melanjutkan proses permohonannya dan akun pemohon akan dinon-aktifkan oleh sistem. 

Untuk pemohon yang dinyatakan “Layak” maka Subdit Radio/Televisi akan menerbitkan Surat 

Perintah Pembayaran (SPP) yang akan digunakan pemohon untuk melakukan pembayaran untuk 

mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. 

Berikut adalah notifikasi berupa email yang akan diterima oleh pemohon apabila dinyatakan 

Ditolak pada proses FRB, pada email tersebut juga terlampir salinan surat penolakan dari Kominfo. 

 

 

Diagram aktivitas Forum Rapat Bersama : 

 

  

MENERIMA RKPP

Menerima berkas dokumen RKPP dari KPI Pusat 

untuk pemohon yang dinyatakan Layak oleh KPI 

Daerah

MEMUTUSKAN HASIL FRB

Memutuskan status persetujuan untuk 

permohonan perizinan, apabila disetujui maka 

akan otomatis dibuat draft SPP Prinsip/Tetap

KONFIRMASI KEPUTUSAN FRB
Hasil keputusan FRB disampaikan kepada 

pemohon melalui email

AKTIVITAS/KEGIATAN KPI PUSAT KOMINFO SIMKEU Keterangan

3

5

2

1

4

Disetujui

Ditolak
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V. IPP Sementara 

Pemohon wajib melakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk oleh Kominfo sesuai dengan 

jumlah yang ditagihkan pada SPP dan pihak Kominfo akan melakukan validasi pembayaran 

pemohon. Apabila pemohon tidak melakukan pembayaran SPP selama 15 hari kerja sejak SPP 

diterbitkan maka pemohon akan mendapatkan teguran tertulis dari Kominfo yang akan 

disampaikan melalui email. Apabila Pemohon tidak juga melakukan pembayaran dalam jangka 

waktu 10 hari kerja sejak teguran tertulis diterbitkan, maka Pemohon dianggap mengundurkan 

diri dan persetujuan FRB pemohon akan dibatalkan. 

Kominfo akan menerbitkan IPP Sementara yang berlaku selama 1 tahun untuk lembaga penyiaran 

televisi dan IPP Sementara yang berlaku selama 6 bulan untuk lembaga penyiaran radio.  

Dalam masa berlaku IPP Sementara ini, pemohon perlu mempersiapkan berkas-berkas yang 

dibutuhkan untuk proses selanjutnya dan pemohon dilarang : 

a. melakukan perubahan kepemilikan saham, kecuali perubahan kepemilikan pemegang saham 

disebabkan peralihan hak karena kewarisan, 

b. menyelenggarakan siaran iklan (kecuali siaran iklan layanan masyarakat), dan 

c. memungut biaya yang berkenaan dengan biaya penyelenggaraan penyiaran. 

 

VI. EVALUASI UJI COBA SIARAN 

 

Dalam masa berlaku IPP Sementara, pemohon wajib melakukan uji coba siaran dan pemenuhan 

pernyataan komitmen sebagai persyaratan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran 

resmi. Pemohon perlu mempersiapkan surat permohonan EUCS dengan dilengkapi persyaratan 

sebagai berikut : 

a. persyaratan administrasi meliputi : 

1. fotokopi Izin Prinsip yang masih berlaku, 

2. fotokopi hak siar untuk LPB, 

3. perubahan data selain kepemilikan saham, dan/atau 

4. surat pernyataan kebenaran data dan tidak komersial. 
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b. program siaran meliputi : 

1. Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio : 

a) segmentasi pemirsa, 

b) format siaran, 

c) komposisi siaran, 

d) materi siaran, dan 

e) bentuk materi siaran. 

2. Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi 

a) format siaran, 

b) presentase siaran (lokal dan asing), 

c) penggolongan mata acara siaran, dan 

d) sumber materi siaran. 

c. data teknik penyiaran meliputi : 

1. fotokopi ISR yang masih berlaku, 

2. fotokopi sertifikasi perangkat, 

3. konfigurasi sistem (dari studio sampai stasiun radio) yang dibangun,  

4. gambar tata ruang setiap studio penyiaran, dan 

5. gambar tata ruang setiap stasiun radio. 

Untuk mengajukan permohonan EUCS, pemohon dapat meng-klik tombol  dan 

selanjutnya mengunggah hasil scan berkas dokumen yang telah disiapkan di tempat yang tersedia. 
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Gambar Form Isian Kelengkapan Permohonan EUCS 

 

Berkas permohonan EUCS akan melalui tahap evaluasi oleh Subdit EUCS untuk memeriksa 

kelengkapan persyaratannya. Apabila dalam proses evaluasi Subdit EUCS menilai permohonan 

EUCS belum memenuhi persyaratan kelulusan, pemohon diberikan kesempatan untuk memenuhi 

kriteria persyaratan kelulusan EUCS paling lambat 20 hari kalender sebelum berakhirnya jangka 

waktu berlaku IPP Prinsip. Dan apabila Pemohon tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan 

dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan, Subdit EUCS menyatakan Pemohon tidak lulus 

evaluasi dan tidak dapat melanjutkan proses permohonannya. 

 

Pemohon akan mendapatkan informasi status kelulusan EUCS melalui e-mail, pemohon yang 

dinyatakan “Tidak Lolos EUCS” maka secara otomatis dianggap gugur dan Kominfo akan 

melakukan pencabutan IPP Prinsip dan ISR pemohon yang bersangkutan. Untuk pemohon yang 

dinyatakan “Lolos EUCS” maka Subdit Radio/Televisi akan menerbitkan Surat Perintah 

Pembayaran (SPP) yang akan digunakan pemohon untuk melakukan pembayaran untuk 

mendapatkan  IPP Tetap. 
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Diagram aktivitas Evaluasi Uji Coba Siaran : 

 

 

VII. IPP TETAP 

Pemohon wajib melakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk oleh Kominfo sesuai dengan 

jumlah yang ditagihkan pada SPP IPP Tetap dan pihak Kominfo akan melakukan validasi 

pembayaran pemohon. Apabila pemohon tidak melakukan pembayaran SPP selama 15 hari kerja 

sejak SPP IPP Tetap diterbitkan maka pemohon akan mendapatkan teguran tertulis dari Kominfo 

yang akan disampaikan melalui email. Apabila Pemohon tidak juga melakukan pembayaran 

dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak teguran tertulis diterbitkan, maka Pemohon dianggap 

mengundurkan diri dan status kelulusan EUCS pemohon akan dibatalkan. 

Setelah dilakukan pengecekan dan validasi pembayaran, Kominfo akan menerbitkan IPP Tetap 

untuk pemohon. IPP Tetap untuk lembaga penyiaran televisi berlaku selama 10 tahun dan 

lembaga penyiaran radio berlaku selama 5 tahun. 

  

Menerima permohonan EUCS dari Pemohon

EVALUASI EUCS Melakukan pemeriksaan kelengkapan data EUCS

KONFIRMASI KELENGKAPAN DATA 

EUCS

Memberikan konfirmasi kelengkapan data kepada 

Pemohon, apabila diputuskan tidak lengkap maka 

pemohon harus melengkapi dan mengirimkan 

permohonan kembali

PLENO EUCS

Melaksanakan kegiatan Pleno EUCS dan 

memutuskan status kelulusan Pemohon, apabila 

diputuskan Lulus maka akan otomatis dibuat draft 

SPP Tetap

KONFIRMASI STATUS KELULUSAN 

PLENO EUCS

Memberikan konfirmasi status kelulusan Pleno 

EUCS kepada Pemohon
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3. PERPANJANGAN IPP 
 

Lembaga Penyiaran yang akan melakukan perpanjangan IPP dapat mengajukan permohonan 

perpanjangan IPP dalam rentang waktu antara 12 (dua belas) bulan sampai dengan 13 (tiga belas) 

bulan sebelum berakhirnya IPP. 

 

I. PENGAJUAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IPP 

Untuk melakukan permohonan perpanjangan IPP pemohon dapat memilih menu “Perpanjangan 

Izin”. Setelah itu akan muncul data lembaga penyiaran yang telah tersimpan, pada saat ini 

pemohon dapat melakukan pemeriksaan data dan melampirkan dokumen yang dibutuhkan pada 

bagian lapiran file. Kemudian data permohonan perpanjangan IPP akan dikirimkan kepada pihak 

KPI Daerah dan Kominfo. Proses berikutnya adalah berkas permohonan akan melalui tahap 

pengecekan oleh KPI Daerah dan Kominfo. Informasi status pengecekan akan dikirimkan ke email 

pemohon, untuk pemberitahuan status dokumen dinyatakan “Belum Lengkap” maka pemohon 

diharuskan melengkapi permohonan perpanjangan IPP dalam jangka waktu 15 hari kerja sejak 

pemberitahuan diterima, apabila pemohon tidak melengkapi berkas permohonannya dalam 

waktu yang telah ditentukan, maka pemohon dianggap mengundurkan diri. Untuk 

pemberitahuan status dokumen telah dinyatakan “Lengkap” maka dokumen permohonan 

perpanjangan IPP akan dilanjutkan ke proses Evaluasi Dengar Pendapat. 

 

II. EVALUASI DENGAR PENDAPAT 

Pada tahap ini pemohon akan mendapatkan informasi mengenai status kelayakan 

permohonannya yang telah melewati proses Evaluasi Dengar Pendapat di tingkat KPI Daerah. 

Untuk berkas permohonan yang dinyatakan “Tidak Layak” maka berkas permohonan pemohon 

secara otomatis dianggap gugur dan tidak dapat melanjutkan proses permohonan perpanjangan 

IPP. Untuk berkas permohonan yang dinyatakan “Layak” akan diterbitkan surat rekomendasi oleh 

KPI Daerah kepada KPI Pusat dan diteruskan ke Kominfo untuk proses berikutnya yaitu Forum 

Rapat Bersama.  

 

III. FORUM RAPAT BERSAMA 

Forum Rapat Bersama dilakukan di tingkat Kominfo (Subdit Radio dan Televisi). Pemohon akan 

mendapatkan informasi status kelulusan permohonannya melalui e-mail dan selama proses ini 

berlangsung pemohon tidak dapat melakukan perubahan data. Pemohon yang dinyatakan “Tidak 

Layak” maka secara otomatis dianggap gugur dan tidak dapat melanjutkan proses permohonan 
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perpanjangan IPPnya. Untuk pemohon yang dinyatakan “Layak” maka Subdit Radio/Televisi akan 

menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang akan digunakan pemohon untuk melakukan 

pembayaran untuk mendapatkan  IPP Perpanjangan. 

 

IV. IPP TETAP (PERPANJANGAN) 

Pemohon wajib melakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk oleh Kominfo sesuai dengan 

jumlah yang ditagihkan pada SPP IPP Perpanjangan dan pihak Kominfo akan melakukan validasi 

pembayaran pemohon. Apabila pemohon tidak melakukan pembayaran SPP selama 15 hari kerja 

sejak SPP IPPnya diterbitkan maka pemohon akan mendapatkan teguran tertulis sebanyak 3(tiga) 

kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 30 hari kalender. Apabila 

pemohon tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender 

terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterbitkan, maka secara otomatis pemohon dianggap 

mengundurkan diri dan keputusan FRB terhadap pemohon dibatalkan. 

Setelah dilakukan pengecekan dan validasi pembayaran, Kominfo akan menerbitkan IPP 

Perpanjangan untuk pemohon. IPP Perpanjangan untuk lembaga penyiaran televisi berlaku 

selama 10 tahun dan lembaga penyiaran radio berlaku selama 5 tahun. 
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V. PERUBAHAN DATA 

Lembaga penyiaran yang telah memiliki izin penyiaran dapat melakukan perubahan data. Adapun 

data yang dapat dilakukan perubahan yaitu : 

- Perubahan identitas (nama lembaga, domisili lembaga, susunan kepengurusan, dan 

anggaran dasar), 

- Perubahan lokasi pemancar dan frekuensi, 

- Perluasan jangkauan wilayah layanan (LPB dan LPS), 

- Perubahan program siaran (LPB), 

- Pengembangan jaringan penyiaran (LPPL), dan 

- Perubahan keanggotaan sistem stasiun jaringan (LPS). 

 

I. PENGAJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN DATA 

Permohonan perubahan data diajukan kepada pihak Kominfo dan berkas permohonan 

perubahan data akan melalui tahap pengecekan. Informasi status pengecekan akan dikirimkan 

ke email pemohon, untuk pemberitahuan status dokumen dinyatakan “Belum Lengkap” maka 

pemohon diharuskan melengkapi permohonan perubahan data dalam jangka waktu 7 hari kerja 

sejak pemberitahuan diterima, apabila pemohon tidak melengkapi berkas permohonannya 

dalam waktu yang telah ditentukan, maka pemohon dianggap mengundurkan diri. Untuk 

pemberitahuan status dokumen telah dinyatakan “Lengkap” maka dokumen permohonan 

perubahan data akan dilanjutkan ke proses Evaluasi dan Verifikasi. 

 

II. EVALUASI DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DATA 

Proses evaluasi dan verifikasi dilakukan oleh pihak Kominfo untuk menentukan persetujuan 

perubahan data oleh lembaga penyiaran. Informasi persetujuan akan diterima oleh pemohon 

melalui email. Pemohon yang permohonan perubahan datanya dinyatakan “Tidak Disetujui” akan 

mendapatkan konfirmasi penolakan perubahan data dan untuk pemohon yang dinyatakan 

“Disetujui” maka akan mendapatkan dokumen Berita Acara Perubahan Data dari Kominfo. 
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Diagram aktivitas Perubahan Data : 

 

 

 

Menerima permohonan perubahan data dari 

Pemohon

PENGECEKAN PERMOHONAN 

PERUBAHAN DATA

Melakukan pemeriksaan kelengkapan data 

permohonan 

KONFIRMASI KELENGKAPAN DATA 

PERMOHONAN

Memberikan konfirmasi kelengkapan data kepada 

Pemohon, apabila diputuskan tidak lengkap maka 

pemohon harus melengkapi dan mengirimkan 

permohonan kembali

EVALUASI DAN VERIFIKASI
Memutuskan persetujuan perubahan data untuk 

Pemohon

KONFIRMASI PERSETUJUAN 

PERUBAHAN DATA

Memberikan konfirmasi status persetujuan 

perubahan data
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